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Abstract: Economic inequality is one of the primary challenges in
achieving sustainable development in Indonesia. The Gini ratio serves
as a key measurement to assess the extent of economic disparity in the
country. This ratio is influenced by various factors, including the
Regional Minimum Wage (UMR), Human Development Index (HDI),
formal employment, population, and local taxes. This study aims to
analyze and evaluate the impact of the Regional Minimum Wage
(UMR), Human Development Index (HDI), formal employment,
population, and local taxes on the gini ratio in Indonesia. The research
sample includes secondary data sourced from the Central Bureau of
Statistics (BPS), covering 38 provinces in Indonesia for the 2023-2024
period. The study employs multiple linear regression analysis with
classical assumption tests to ensure the validity of the research model.
The findings indicate that only the population variable has a significant
positive effect on the gini ratio. The implication from this study
emphasize the importance of optimizing regional taxation, enhancing
the effectiveness of fiscal transfers, and developing redistribution
policies and community empowerment programs to mitigate
economic inequality.

Keywords: Gini Ratio, Regional Minimum Wage, Human
Development Index, Population, Formal Employment, Local Taxes

Abstrak: Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan
utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengukuran
rasio gini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar
ketimpangan yang dialami di Indonesia. Rasio tersebut dapat
dipengaruhi oleh berbagai variabel yaitu Upah Minimum Regional
(UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pekerjaan formal,
populasi, dan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
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menganalisis dan mengevaluasi pengaruh variabel Upah Minimum
Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pekerjaan
formal, populasi, dan pajak daerah terhadap data rasio gini di
Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup 38 provinsi di Indonesia
untuk periode 2023-2024. Metode yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik untuk memastikan
validitas model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya
variabel populasi yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
rasio gini. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya
optimalisasi pajak daerah, peningkatan efektivitas transfer fiskal, serta
pengembangan kebijakan redistribusi dan pemberdayaan masyarakat
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Kata kunci: Rasio Gini, Upah Minimum Regional, Indeks
Pembangunan Manusia, Populasi, Pekerjaan Formal, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi telah menjadi isu yang menarik dalam beberapa
tahun terakhir. Negara Tiongkok dan India telah berhasil menarik
masyarakatnya keluar dari kemiskinan dan membuat pendapatan menengah
meningkat (Hung, 2021). Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia
menunjukkan pola ketimpangan ekonomi yang lebih kompleks. Penelitian
Widjaja et al. (2022) mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan yang
signifikan antara wilayah yang berkembang dengan yang tertinggal terutama
dalam mengakses sumber daya dan layanan dasar. Efek pandemi Covid-19 juga
memberikan dampak buruk pada mereka yang berpendidikan rendah dan
pekerja informal (Sun, 2024).

Ketimpangan yang terjadi dapat diukur dengan berbagai indikator salah
satunya adalah rasio gini. Rasio tersebut memberikan gambaran mengenai
derajat ketimpangan. Semakin mendekati 0, semakin merata distribusi
pendapatan, dan sebaliknya (Irmatriyanti et al, 2023). Apabila distribusi
pendapatan merata maka, tingkat pengangguran akan berkurang dan
berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Almasah & Sirait, 2024). Rasio
gini juga dapat dipengaruhi oleh populasi di suatu daerah apabila tidak
diperhatikan dengan baik. Menurut Fitriyani et al. (2024) populasi yang
banyak dapat menyebabkan lebih banyak variasi dalam pendapatan yang
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mengarah pada ketimpangan yang lebih tinggi. Kondisi krisis seperti pandemi
Covid-19 juga dapat menyebabkan ketimpangan melebar sehingga tingkat
kesejahteraan masyarakat menurun (Fitriyani et al., 2024).

Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) menyatakan bahwa rasio gini
nasional pada 2024 tercatat sebesar .379, dengan perbedaan signifikan antara
wilayah perkotaan (.399) dan pedesaan (.306). Ketimpangan ini juga
mencerminkan perbedaan pendapatan antara kalangan kelompok atas dan
kelompok bawah. Pembangunan infrastruktur di kota-kota tertentu yang lebih
cepat dengan kota atau desa lainnya menyebabkan ketimpangan semakin tinggi
(Suryantini et al., 2022). Selain itu, penelitian (Saputri & Arif, 2023) juga
mengungkapkan bahwa perbedaan disparitas yang tinggi antar daerah
perkotaan dan pedesaan terjadi karena faktor angkatan kerja. Siklus
ketidaksetaraan ini sulit dipatahkan akibat tingkat pendapatan dan pendidikan
yang rendah (Zalfaa, 2022).
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Gambar 1 Gini Ratio Kota dan Desa di Indonesia
Sumber: BPS (2024b)

Tingkat pendapatan berhubungan langsung dengan Upah Minimum
Regional atau UMR. Penerapan UMR yang tepat tentu dapat berkontribusi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Aqilah et al. (2024) mengungkapkan bahwa UMR berpengaruh negatif
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan
pendapatan melalui UMR dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan
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meningkatkan daya beli pekerja. Penelitian Adriana (2024) justru
menunjukkan bahwa peningkatan UMR yang terlalu ekstrem menimbulkan
tingginya tingkat pengangguran sehingga memperparah ketimpangan
pendapatan. Hal ini kembali dipertegas bahwa peningkatan UMR hanya
dinikmati oleh kalangan masyarakat dengan pekerjaan formal yang
pendapatannya minimal sebesar UMR, sedangkan kelompok masyarakat
dengan pekerjaan informal cenderung tidak memiliki pendapatan sebesar
UMR sehingga tidak bergantung sama sekali dengan adanya kenaikan upah dan
akhirnya berdampak pada rasio gini yang semakin meningkat (Khoiri et al.,
2020).

Merujuk pada gambar ke-2, Badan Pusat Indonesia (2023) mencatat
bahwa sekitar 40.89% dari 100% masyarakat Indonesia lebih memilih untuk
bekerja sebagai pekerja di sektor formal yang tentunya dilatarbelakangi oleh
beberapa alasan yang berbeda-beda setiap orangnya. Salah satu alasan mengapa
pekerjaan sektor formal sangat diminati oleh penduduk Indonesia adalah
nominal gaji yang selalu sama dan mengikuti kebijakan UMR pemerintah
sehingga berdampak pada indeks gini di Indonesia (Setiawan, 2019).
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Gambar 2 Tenaga Formal 2024 di Indonesia
Sumber: BPS (2023c¢)

Upah yang didapatkan pekerja formal tentu berdampak positif terhadap
produktivitas dan perkembangan ekonomi (Nopiah et al, 2024). Namun,
sektor informal tetap mengalami kendala dalam mendapatkan akses terhadap
UMR sehingga pekerja informal tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar
mereka (Wandaweka & Purwanti, 2021). Penelitian Hutahaean & Sitorus
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(2022) mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi dalam sektor formal
dapat mengurangi rasio gini. Saputri & Arif (2023) juga menegaskan bahwa
angkatan kerja mempengaruhi ketimpangan pendapatan terutama di wilayah
perkotaan. Akan tetapi, menurut Winarto et al. (2024) bila pertumbuhan
sektor formal tidak diimbangi dengan pendidikan maka rasio gini cenderung
mengalami peningkatan.

Penelitian Li et al. (2023) mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan akses
dan kualitas pendidikan menciptakan ketimpangan pendapatan yang
signifikan. Faktor pendidikan tersebut merupakan salah satu indikator yang
berada di dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dwitayanti et al.,
2024). Dengan kata lain, IPM dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan
yang dinilai melalui rasio gini. Indeks Pembangunan Manusia adalah alat atau
indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Badan Pusat
Statistik (2024) mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tahun
2024 mencapai hingga 75.02, meningkat sebesar 63% atau 85% persen jika
dibandingkan dengan tahun 2023. Gambar 3 menunjukkan IPM mengalami
pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya akibat adanya perbaikan kualitas
hidup masyarakat secara keseluruhan.
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Gambar 3 Pertumbuhan IPM di Indonesia
Sumber: BPS (2024a)

Merujuk pada Gambar 1 dan 3, peningkatan IPM di § tahun terakhir
disertai dengan penurunan rasio gini di tahun yang sama. Penurunan rasio gini
terbesar berada di tahun 2024 dengan selisih .007 dari tahun sebelumnya
sedangkan peningkatan IPM terbesar juga berada di tahun 2024 dengan selisih
.63 dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, IPM dapat mempengaruhi nilai
rasio gini di Indonesia melalui tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan, dan
standar hidup yang layak. Penelitian Sihombing et al. (2023) mengungkapkan
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bahwa faktor pendidikan yang baik berkontribusi pada peningkatan
produktivitas tenaga kerja sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan.
Walaupun IPM berpengaruh positif, ketimpangan pendapatan tetap ada
karena harus diimbangi oleh kebijakan redistribusi yang tepat (Aisyah et al.,
2023) sehingga kontribusi pemerintah Indonesia dalam menurunkan rasio gini
sangat diperlukan.

Pajak daerah merupakan kontribusi pemerintah yang berdampak
langsung pada ketimpangan pendapatan. Manajemen fiskal yang baik memiliki
potensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan meredakan kesenjangan
di Indonesia (Wibowo et al, 2022). Menurut Hanipah et al. (2023)
pengeluaran pemerintah yang ditujukan kepada infrastruktur dan program
sosial dapat menurunkan rasio gini. Penelitian tersebut sesuai dengan
penelitian Alamanda (2021), infrastruktur yang disediakan pemerintah melalui
APBN demi menunjang pelayanan kesehatan, dan pendidikan memiliki
hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang artinya
mengurangi ketimpangan tersebut (Alamanda, 2021). Dengan kata lain,
ketimpangan pendapatan yang kurang merata dapat ditekan oleh pemerintah
agar tercapai efisiensi sosial yang diinginkan (Ariani, 2023). Istan (2022)
menegaskan kembali bahwa pengeluaran fiskal yang terarah dapat mendorong
peluang kerja dan meningkatkan pendapatan nasional sehingga berpotensi
mengurangi ketimpangan. Ketika pemerintah mampu memaksimalkan dan
mengelola pajak secara tepat maka, layanan publik akan semakin efisien dan
tentunya mendukung pengurangan ketidaksetaraan sehingga pendapatan
masyarakat bisa lebih seimbang.

Banyak studi sebelumnya hanya berfokus pada salah satu variabel yang
dapat mempengaruhi rasio gini namun, belum ada kajian komprehensif yang
menggabungkan seluruh variabel tersebut dalam konteks Indonesia. Variabel
pajak daerah dan populasi juga relatif terlupakan padahal kedua variabel
tersebut dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Maka dari itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh upah
minimum regional, indeks pembangunan manusia, pekerjaan formal, populasi,
dan pajak daerah terhadap rasio gini di ruang lingkup Indonesia. Selain itu,
penelitian ini juga ingin mengungkapkan variabel yang paling berpengaruh
terhadap rasio gini untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Determinan makroekonomi dalam judul adalah upah minimum regional,
indeks pembangunan manusia, pekerjaan formal, dan populasi.
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LANDASAN TEORI
Rasio Gini

Rasio gini atau gini ratio sangat erat hubungannya dengan ketimpangan
ekonomi. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai
tingkat ketimpangan itu sendiri. Rasio gini dapat bernilai 0 hingga 1, nilai 0
atau perfectly equal mengungkapkan bahwa adanya kesetaraan sempurna atau
setiap orang di daerah tertentu memiliki pendapatan yang sama sedangkan
nilai 1 atau complete inequality menyatakan bahwa adanya ketimpangan
sempurna dimana satu individu atau kelompok memiliki semua pendapatan
pada lokasi tertentu (Fadhilah et al, 2023). Rasio gini yang tinggi
menyebabkan semakin tinggi pula distribusi pendapatan penduduk di lokasi
tertentu (Rosa, 2016).

Kemampuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan
ekonomi merupakan manfaat dari rasio gini. Selain itu, rasio gini juga dapat
melakukan analisis untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan dalam
menurunkan ketimpangan (Zalfaa, 2022). Penggunaan rasio berfungsi untuk
membantu menganalisis data panel agar dapat memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi ketimpangan di Indonesia (Suryantini et al., 2022).

Perumusan Hipotesis

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah ukuran yang digunakan
untuk menentukan kemajuan suatu negara melalui aspek manusia yang terdiri
dari kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita yang
juga berkontribusi pada analisis ketimpangan sosial termasuk rasio gini
(Mutiara, 2023). Investasi dalam faktor-faktor tersebut akan meningkatkan
kualitas hidup seseorang dan memberikan dampak positif secara keseluruhan
sehingga mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. IPM juga
dapat digunakan sebagai indikator yang berfungsi untuk membandingkan
tingkat pembangunan antar daerah demi merancang program-program daerah
yang lebih tepat sasaran (Harlan, 2023).
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Irmatriyanti et al. (2023) menegaskan bahwa peningkatan IPM
berkorelasi negatif terhadap rasio gini artinya, perbaikan aspek kesehatan,
pendidikan, dan pendapatan per kapita dapat membantu menyelesaikan
masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jadi, hipotesis pertama adalah:

H1: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif pada rasio gini

Upah Minimum Regional adalah suatu peraturan minimal yang telah
ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan pebisnis demi mengatur
pemberian gaji di sektor usahanya masing-masing. Dengan kata lain, UMR
merupakan indikator penting untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu
rendah serta mendorong daya beli masyarakat (Wahyuni & Utami, 2024).
Penetapan UMR yang sesuai dapat meningkatkan konsumsi sehingga
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu fungsi UMR adalah mengurangi ketimpangan dengan
memberikan standar minimum pendapatan bagi seluruh pekerja di sektor
formal (Fitriyani et al., 2024). UMR juga turut andil dalam stabilitas ekonomi
schingga ketika UMR ditetapkan, diharapkan UMR dapat mengurangi nilai
rasio gini untuk mencerminkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah
dibandingkan periode sebelumnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh
Wijayanti & Putri (2023) yang menyatakan bahwa UMR memiliki pengaruh
negatif terhadap ketimpangan pendapatan terutama di Pulau Jawa. Jadi,
hipotesis kedua adalah:

H2: Peningkatan UMR berpengaruh negatif pada rasio gini

Pertumbuhan populasi merupakan fenomena kompleks yang terjadi
karena berbagai pengaruh. Pertumbuhan ini harus dikelola dengan baik demi
mendorong pertumbuhan ekonomi (Wicaksono, 2022). Apabila kebijakan
tersebut gagal, kesenjangan pendapatan akan meningkat dan mobilitas
eckonomi menjadi terhambat sehingga masyarakat hidup di lingkaran
kemiskinan yang sulit diputus (Siregar & Rasyid, 2022). Dengan kata lain,
semakin banyak populasi maka, ketimpangan pendapatan akan semakin besar.
Maka dari itu, pengelolaan populasi harus dilakukan agar tidak memperburuk
ketimpangan yang ada. Jadi, hipotesis keempat adalah:

H3: Populasi berpengaruh positif terhadap rasio gini
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Sektor pekerjaan dapat dibagi menjadi dua yaitu sektor formal serta
informal. Sektor pekerja formal adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang
dilaksanakan oleh masyarakat di bawah instansi berwenang dan memiliki
aturan serta regulasi yang jelas (Octaviani, 2022). Penelitian kali ini lebih
berfokus kepada pengaruh pekerja formal terhadap rasio gini. Menurut
Fitriyani et al. (2024) pekerja sektor formal berkontribusi negatif terhadap
ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena pekerja formal memiliki
upah yang stabil, diatur oleh hukum, dan memiliki jaminan sosial. Jadi,
hipotesis ketiga adalah:

H4: Pekerjaan Formal berpengaruh negatif terhadap rasio gini

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang salah satunya
dimanfaatkan untuk pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur
(Fahmi, 2019). Pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi anggaran, fungsi
redistribusi, dan fungsi stabilitas ekonomi (Gobel, 2023). Penerimaan pajak
tidak hanya mendukung kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan
bahwa layanan publik yang tersedia dapat meningkatkan kesejahteraan umum
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat (Fitri et al., 2024).

Pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak daerah
merupakan kontributor penting terhadap pendapatan daerah. Apabila
pendapatan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan
meningkat sehingga dapat mengurangi nilai rasio gini. Penelitian Rosyadi
(2024) menyimpulkan bahwa pajak daerah yang dikelola secara efektif dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dana tersebut dapat digunakan
untuk membantu penduduk kurang mampu. Dengan kata lain, alokasi
pendapatan dari pajak daerah memberikan dampak positif terhadap distribusi
pendapatan secara keseluruhan. Jadi, hipotesis kelima adalah:

HS: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap rasio gini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam ranah kuantitatif dengan menggunakan
data sekunder yang didapatkan dari BPS (2023) dan BPS (2024), dengan
menggunakan data statistik 38 provinsi di Indonesia sebagai data yang
digunakan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, metode analisis

241



Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia
Volume 6, Nomor 2, Maret 2025

data yang digunakan adalah uji asumsi klasik diantaranya: uji asumsi klasik, uji
r square, uji F, dan uji T yang ditujukan untuk memperoleh asumsi dasar seperti
linearitas hubungan, normalitas residual, heteroskedastisitas, tidak adanya
multikolinearitas, dan tidak adanya autokorelasi. Apabila sudah melalui uji
asumsi klasik maka akan dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda,
dengan melalui beberapa prosedur sebelumnya. Yusuf et al, (2024)
menegaskan bahwa regresi linier berganda adalah metode untuk menentukan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian
ini, regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen (Y) dan beberapa
variabel independen (X1, X2, X3, X4, dan X5), dimana X1 merupakan indeks
pembangunan manusia, X2 adalah upah minimum regional, X3 mewakili
populasi, X4 adalah pekerjaan formal, dan X5 adalah pajak daerah. Model
matematis terkait regresi linier tersebut dinyatakan sebagai berikut:
Koefisien Gini = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + p4X4 + BSXS + €
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif
Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel N  Minimum  Maximum Mean Std. Deviation
X1 38 53.42 83.08 72.3884 5.15023
X2 38 2036947.00 5067381.00 3113359,849 641781.7331
X3 34 739.80 50345.20 8282.4676  11703.08871
X4 34 15.57 66.33 40.6479 10.40941
XS5 38 1.01E+12 7.10E+13 9.442E+12 1.29767E+13
Y 38 .24 44 3411 .04560

Valid N (listwise) 34

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Martias (2021) menjelaskan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk
menjelaskan hasil dari observasi yang dilakukan, yang mencakup rata-rata,
median, dan modus dari data yang diamati. Sebagaimana pada Tabel 1, dalam
penelitian ini, analisis statistik deskriptif menunjukkan adanya kesenjangan
signifikan antar-provinsi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
rata-rata 72.39 dengan standar deviasi 5.15, di mana Papua Barat Daya
memiliki IPM terendah (53.42) dan DKI Jakarta tertinggi (83.08). Upah
Minimum Regional (UMR) menunjukkan disparitas tinggi dengan rata-rata
Rp3.11 juta dan standar deviasi Rp 641 ribu; Jawa Tengah memiliki UMR
terendah (Rp2.04 juta) sementara DKI Jakarta tertinggi (Rp5.07 juta).

Populasi antar-provinsi sangat timpang dengan rata-rata 8.28 juta dan
standar deviasi 11.7 juta; Kalimantan Tengah memiliki populasi terendah
(739.8 ribu), sementara Jawa Barat tertinggi (50.3 juta). Persentase pekerja
formal rata-rata 40.65% dengan standar deviasi 10.41%; Papua memiliki
angka terendah (15.57%), sedangkan DKI Jakarta tertinggi (66.33%).
Pendapatan daerah menunjukkan kesenjangan ekonomi ekstrem dengan rata-
rata Rp9.44 triliun dan standar deviasi Rp 12.97 triliun; Papua Selatan
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memiliki pendapatan daerah terendah (Rp1.01 triliun), sedangkan DKI Jakarta
tertinggi (Rp71.0 triliun). Koefisien gini, sebagai indikator ketimpangan,
memiliki rata-rata .3411 dengan standar deviasi .0456, relatif lebih merata
dibanding variabel lainnya. Bangka Belitung memiliki ketimpangan terendah
(.24), sementara DI. Yogyakarta tertinggi (.44). Selain itu, perbedaan jumlah
observasi pada beberapa variabel menunjukkan adanya missing data yang perlu
diperhatikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diawali oleh uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang
berfungsi untuk menentukan apakah error dalam suatu penelitian telah
terdistribusi dengan baik. Distribusi error tersebut sangat berpengaruh dalam
metode statistik yang akan digunakan sehingga pengujian normalitas
membantu memastikan bahwa analisis yang dilakukan sudah relevan dan

akurat.
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 34
Normal Mean .0000000
Parameters®P

Std. Deviation .03846724
Most Extreme Absolute .079
Differences

Positive .079

Negative -.075
Test Statistic .079
Asymp. Sig. (2-tailed)® .2004

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance
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Correction.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Pratama & Permatasari (2021) menyebutkan bahwa untuk menentukan
apakah data mengikuti distribusi normal, digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov,
di mana jika nilai signifikansi kurang dari .05 menunjukkan bahwa data tidak
terdistribusi normal. Terlihat pada Tabel 2, uji normalitas pada tabel diatas
menunjukkan data variabel residual dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) >
.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data diatas telah terdistribusi secara
normal. Uji multikolinearitas juga wajib dilaksanakan guna memastikan tidak
adanya hubungan linier yang sangat kuat antara variabel independen. Apabila
multikolinearitas terjadi maka, hasil regresi dapat menyebabkan bias, dan
interpretasi koefisien regresi menjadi tidak valid sedangkan, model regresi yang
baik tidak akan menunjukkan korelasi antar variabel independen.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Unstandardized Standardized Collinearity
Model Coefficients Coefficients t Sig. Statistics
B Std. Error Beta Tolerance  VIF
1 (Constant) 167 214 778 443
X1 .003 .003 97 795 433 372 2.687
X2 2.858E-9 .000 .038  .200 .843 .636 1.573
X3 1.806E-6 .000 457 2426 .022 640 1.562
X4 -.001 .001 -297 -1.263 217 411 2.434
XS 9.861E-16 .000 287 1.566 .129 677 1.478

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Jusmansyah  (2020) menjelaskan bahwa untuk mengevaluasi
multikolinearitas, digunakan nilai VIF dan tolerance. Jika nilai VIF berada di
atas 10 atau nilai tolerance kurang dari .1, ini menunjukkan adanya masalah
multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, diperoleh nilai
tolerance X1 menunjukkan hasil .372 yang diikuti oleh variabel X2 senilai
.636, variabel X3 senilai .640, variabel X4 senilai .411, dan variabel X35 senilai
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.677. Tidak ada satu pun variabel yang menunjukkan hasil tolerance < .1
sehingga seluruh variabel di atas tidak menunjukkan multikolinearitas.

Selain itu, berdasarkan kriteria interpretasi, nilai VIF yang berada di
bawah ambang batas 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang
signifikan di antara variabel-variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa
model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas dan dapat digunakan untuk
analisis lanjutan. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui dan
memastikan bahwa hasil analisis regresi tidak bias akibat variasi residual yang
tidak seragam. Proses pengujian ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan uji

glejser.
Tabel 4 Hasil Uji Glejser
Coefficients?
Unstandardized Std. Standa'l@lzed .
Model . Coefficients t Sig.
Coefficients  Error
(Beta)
1 (Constant) A1 128 856  .399
X1 -.002 .002 -.252 -.864  .395
X2 3.85E-09 0 .101 451 656
X3 1.39E-08 0 .007 031  .975
X4 .001 .001 374 1.346  .189
X5 -3.722E-16 0 -.213 -.986  .333

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan
melihat hubungan antara nilai residual absolute (ABS_RES) dan variabel
independen. Iskandar & Arief (2022) menekankan bahwa jika nilai signifikansi
(Sig.) untuk semua variabel independen lebih besar dari .05, maka dapat
disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil analisis hasil uji glejser pada Tabel 4, variabel indeks
pembangunan manusia (X1) memiliki nilai signifikansi .395, upah minimum
rata-rata (X2) sebesar .656, populasi (X3) sebesar .975, persentase pekerja
formal (X4) sebesar .189, dan pajak daerah (X5) sebesar .333. Karena seluruh
variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari .05, dapat
dinyatakan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas
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dan memenuhi asumsi non-heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi adalah kondisi di mana residual atau error dalam model
regresi memiliki pola yang berulang atau berkorelasi satu sama lain, yang dapat
mengganggu validitas model. Pada penelitian ini, digunakan uji Durbin Watson
untuk memastikan tidak terjadi Autokorelasi pada penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary®

Model R R Square  Adjusted R Std. Error of the Durbin-
Square Estimate Watson
1 .603? 363 .249 .04004 2.082

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Maitridani et al. (2023) menyatakan bahwa Uji Durbin-Watson (DW)
digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dalam deret waktu. Statistik DW
dapat berkisar antara 0 dan 4, dengan nilai yang mendekati 2 menunjukkan
tidak adanya autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel §,
menggunakan statistik Durbin-Watson (DW), nilai DW yang diperoleh adalah
2.082. Nilai ini berada di atas angka 2, yang menunjukkan bahwa tidak
terdapat autokorelasi, baik positif maupun negatif, dalam model regresi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi asumsi bebas
autokorelasi.

Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien Determinasi (R2?) adalah ukuran statistik yang menunjukkan
seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan
oleh variabel independen dalam suatu model regresi linier. Nilai R? berkisar
antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik model tersebut
dalam menggambarkan variabilitas data. Sebagai ilustrasi, jika R = .75, berarti
75% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model tersebut
(Sehangunaung et al., 2023).
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Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of

Model R R Square Square the Estimate

1 .603? 363 249 .04004

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasil analisis Uji Koefisien Determinasi pada Tabel 6 menunjukkan nilai
R sebesar .603, yang mengindikasikan hubungan positif sedang antara variabel
independen dan dependen. Nilai R Square sebesar .363 berarti 36.3% variasi
pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model, sementara sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan Standard Error of the Estimate sebesar
.4004, model ini memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sedang.

Uji F

Uji F adalah metode statistik untuk mengevaluasi signifikansi
keseluruhan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) menyatakan bahwa
semua koefisien regresi variabel independen sama dengan nol (31 = B, = ... =
Rk = 0), sedangkan hipotesis alternatif (H;) menyatakan setidaknya satu
koefisien regresi tidak sama dengan nol (g # 0). (Yusuf et al., 2024). Pengujian
dilakukan dengan tingkat signifikansi (o/alpha) .05, di mana nilai F dihitung
dari perbandingan Mean Square Regression dan Mean Square Residual. Jika
p-value < .05, Hy ditolak, menunjukkan model signifikan dan variabel
independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen.
Sebaliknya, jika p-value > .05, model dianggap tidak signifikan dan perlu
evaluasi lebih lanjut.
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Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA?
Model . & e Fooo Sig
1 Regression .026 S .005 3.192 .021°
Residual .045 28 .002
Total .070 33

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Uji ANOVA digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi secara
keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen.
Signifikansi model dapat dilihat dari nilai F dan nilai Signifikansi (Sig.).
Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada Tabel 7, diperoleh informasi
mengenai Sum of Squares yang terdiri dari Regression sebesar .026 yang
menunjukkan variansi yang dijelaskan oleh model regresi, Residual sebesar
.045 yang menggambarkan variansi yang tidak dijelaskan oleh model (error),
dan Total sebesar .070 yang merepresentasikan total variansi dari variabel
dependen.

Dari segi Degree of Freedom (df), model memiliki § df untuk Regresi
yang sesuai dengan jumlah variabel independen, 28 df untuk Residual yang
merupakan hasil dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen
ditambah 1, dan 33 df untuk Total yang menunjukkan jumlah total sampel
dikurangi 1. Mean Square untuk Regression sebesar .005 menunjukkan nilai
rata-rata dari variansi yang dijelaskan oleh model, sementara Mean Square
Residual sebesar .002 menggambarkan nilai rata-rata dari variansi error. Hasil
analisis menunjukkan nilai F sebesar 3.192 yang merupakan rasio antara Mean
Square Regression dan Mean Square Residual, mengindikasikan seberapa baik
model regresi menjelaskan variansi dibandingkan dengan error. Nilai
Signifikansi sebesar .021 yang lebih kecil dari .05 menunjukkan bahwa model
regresi signifikan secara statistik dalam menjelaskan variabilitas variabel
dependen.
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Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa model
regresi secara keseluruhan signifikan (p = .021 < .05), yang mengindikasikan
bahwa setidaknya terdapat satu variabel independen yang memberikan
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai F sebesar 3.192 juga
menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan variansi
dibandingkan dengan error.

Uji T

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh individu setiap variabel
independen terhadap variabel dependen dalam regresi. Jika p-value < .05, Hy
ditolak, menandakan variabel independen berpengaruh signifikan, sedangkan
jika p-value = .05, pengaruhnya tidak signifikan (Yusuf et al., 2024).

Tabel 8 Hasil Uji T

Unstandardized  Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients t  Sig. Statistics
Std.
Model B Frror Beta Tolerance  VIF
1 (Constant) 167 214 778 443

X1 .003 .003 197 795 433 372 2.687
X2 2.858E-9 .000 .038 200 .843 636 1.573
X3 1.806E-6 .000 457 2.426 .022 .640 1.562
X4 -.001 .001 -297  -1.263 217 411 2.434
X5 9.861E-16 .000 287 1.566  .129 .677 1.478

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Unstandardized Coefficients (B) merepresentasikan hubungan variabel

independen terhadap variabel dependen dalam satuan asli, Standardized
Cocefficients (Beta) digunakan untuk membandingkan pengaruh antar variabel
independen dengan satuan yang telah di standarisasi, sedangkan t-value dan
Signifikansi (Sig.) mengukur signifikansi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dimana nilai p-value (Sig.) < .05 menunjukkan
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pengaruh yang signifikan.

Sebagaimana dalam Tabel 8, variabel X1 (IPM per Provinsi)
menunjukkan koefisien positif (B = .003) dengan Beta .197, yang
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit IPM meningkatkan variabel
dependen sebesar .003, meskipun pengaruh ini tidak signifikan (t = .795, p =
.433). Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal (H1) yang menyatakan
bahwa IPM berpengaruh secara negatif terhadap koefisien gini, IPM justru
memberikan pengaruh positif meskipun tidak signifikan. Sementara itu,
variabel X2 (UMR per Provinsi) memiliki koefisien yang sangat kecil (B =
2.858E-9) dan Beta .038, mengindikasikan pengaruh positif lemah yang tidak
signifikan (t = .200, p = .843). Temuan ini mematahkan hipotesis awal (H2),
dimana UMR justru berpengaruh secara positif terhadap koefisien gini.

Berbeda dengan kedua variabel tersebut, variabel X3 (Populasi per
Provinsi) menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan koefisien B =
1.806E-6, Beta .457, t = 2.426, dan signifikansi .022 (p < .05). Temuan ini
sesuai dengan hipotesis awal (H3) bahwa populasi berpengaruh secara positif
terhadap koefisien gini. Sedangkan, variabel X4 (Persentase Pekerja Formal per
Provinsi) memiliki koefisien negatif (B = -.001) dengan Beta -.297,
menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pekerja formal menurunkan
variabel dependen sebesar .001, namun pengaruhnya tidak signifikan (t = -
1.263, p = .217). Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal (H4) bahwa
persentase pekerja formal berpengaruh secara negatif terhadap koefisien gini.
Terakhir, variabel X5 (Total Realisasi Pendapatan Daerah per Provinsi)
memiliki koefisien positif kecil (B = 9.861E-6) dengan Beta .287, yang
menunjukkan pengaruh positif sedang meskipun tidak signifikan (t = 1.566, p
= .129). Temuan ini sejalan dengan hipotesis awal (H5) bahwa pajak daerah
berpengaruh secara positif terhadap koefisien gini.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Populasi
per Provinsi (X3) merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen dengan koefisien regresi sebesar
.000001806, nilai t sebesar 2.426, dan signifikansi .022 (< .05). Hal ini
mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 juta penduduk akan
meningkatkan variabel dependen sebesar 1.806 unit, ini sesuai dengan
Hipotesis awal (H4) bahwa populasi berpengaruh secara positif terhadap
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ketimpangan ekonomi. Faktor ini berpengaruh karena populasi yang besar
meningkatkan ukuran pasar, daya beli masyarakat, serta aktivitas ekonomi,
sebagaimana ditunjukkan oleh provinsi dengan populasi tinggi seperti Jawa
Barat (50.3 juta jiwa) yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar
dibandingkan provinsi dengan populasi rendah seperti Maluku (1.9 juta jiwa).
Selain itu, nilai Beta X3 sebesar .457, yang merupakan yang tertinggi dalam
model, menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh terbesar
dibandingkan variabel lain dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Sebaliknya, variabel IPM (X1), UMR (X2), Persentase Pekerja Formal
(X4), dan Total Pendapatan Daerah (X$) tidak berpengaruh signifikan.
Meskipun secara teori faktor-faktor ini dapat berdampak pada kesejahteraan
ekonomi, hasil regresi menunjukkan p-value di atas .05, menandakan bahwa
pengaruhnya terhadap variabel dependen tidak cukup kuat. Misalnya, IPM
memiliki koefisien sangat kecil (B = .003, p = .433), menunjukkan bahwa
meskipun kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat, hal ini belum tentu
berdampak langsung pada variabel dependen. Begitu pula dengan UMR (B =
2.858E-9, p = .843), yang tidak berpengaruh signifikan karena biaya hidup
antar provinsi yang berbeda. Demikian pula, pekerja formal dan pendapatan
daerah tidak menunjukkan hubungan signifikan, yang mengindikasikan bahwa
faktor seperti distribusi pekerjaan dan efektivitas APBD mungkin lebih
berpengaruh terhadap koefisien gini dibandingkan jumlah nominal pendapatan
daerah.

Penelitian ini cukup sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Irawan et al. (2024) mengenai analisa pengaruh populasi terhadap
ketimpangan ekonomi yang terjadi pada provinsi Nusa Tenggara pada tahun
2019-2023 dalam hal dampak terhadap koefisien gini. Dimana Irawan et al.
(2024) menyatakan bahwa ketimpangan yang terjadi pada Provinsi Nusa
Tenggara selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak lepas dari faktor
populasi. Populasi atau jumlah penduduk menjadi faktor yang sangat
mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang terjadi, peningkatan populasi
artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan lapangan pekerjaan.
Namun, dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan temuan kami,
dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan et al. (2024), dampak populasi
terhadap koefisien gini tidak signifikan. Sedangkan dalam temuan kami,
populasi memiliki signifikansi yang besar terhadap ketimpangan ekonomi
dengan nilai signifikansi .022, dibawah alpha (.05) yang membuktikan bahwa
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populasi memiliki signifikansi yang tinggi terhadap ketimpangan ekonomi
yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi tantangan serius
dalam pembangunan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan,
sementara variabel lain seperti upah minimum regional (UMR), indeks
pembangunan manusia (IPM), dan pajak daerah belum menunjukkan dampak
yang berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa persebaran penduduk yang tidak
merata, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi salah satu
pemicu utama ketimpangan ekonomi. Daerah dengan populasi tinggi
cenderung memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi dan
infrastruktur, sementara daerah dengan populasi lebih sedikit seringkali
tertinggal dalam aspek pembangunan.

Perbedaan kesejahteraan antar wilayah juga semakin diperparah oleh
ketimpangan dalam UMR dan kapasitas fiskal daerah. Wilayah dengan UMR
tinggi seperti DKI Jakarta cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih
baik dibandingkan daerah dengan UMR rendah seperti Yogyakarta. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat upah yang lebih tinggi tidak selalu berarti
kesenjangan yang lebih besar, tetapi justru dapat berperan dalam
meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki pemerataan ekonomi.
Namun, jika kenaikan UMR tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan
kerja dan kebijakan redistribusi yang efektif, maka ketimpangan ekonomi
justru bisa semakin melebar.

Implikasi dari temuan ini cukup luas, terutama dalam perumusan
kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Pemerintah perlu menyesuaikan
strategi pemerataan ekonomi dengan mempertimbangkan faktor populasi dan
distribusi infrastruktur. Upaya redistribusi ekonomi, seperti optimalisasi pajak
daerah dan transfer fiskal, harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing
wilayah dengan ketimpangan tinggi. Selain itu, peningkatan investasi di sektor
pendidikan dan kesechatan di daerah tertinggal dan terpencil akan membantu
memperbaiki aspek pengetahuan dan kecerdasan, dan menciptakan peluang
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ekonomi yang lebih merata.

Ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut dapat berdampak negatif
pada stabilitas sosial dan ekonomi, dan pertumbuhan jangka panjang. Jika
kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tidak segera ditangani,
maka ketidakpuasan sosial dan kesenjangan akses terhadap sumber daya akan
semakin meningkat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang lebih
inklusif dan nyata sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar
dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Dari segi data, jumlah observasi yang terbatas dan adanya beberapa data yang
hilang bisa mempengaruhi hasil analisis. Model yang digunakan juga masih
memiliki keterbatasan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
ketimpangan, dengan nilai R2 sebesar .363. Hal lain yang perlu dicatat adalah
pendekatan penelitian yang hanya fokus pada analisis kuantitatif, tanpa
melibatkan analisis kualitatif yang bisa memberikan pemahaman lebih dalam.
Kurangnya kontrol terhadap variabel eksternal juga bisa membuat hasil
penelitian ini kurang akurat.

Untuk penelitian selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar
hasilnya lebih mendekati sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah
menggunakan pendekatan panel data agar bisa melihat bagaimana
ketimpangan ekonomi berubah seiring waktu. Menambahkan variabel seperti
PDRB, infrastruktur, dan faktor sosial juga bisa membantu analisis menjadi
lebih lengkap. Selain itu, menggabungkan metode kualitatif dan analisis spasial
bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang penyebab ketimpangan
ekonomi di berbagai daerah.

Dari sisi kebijakan, penting untuk mengembangkan strategi yang lebih
fokus pada faktor populasi, terutama di daerah dengan jumlah penduduk
tinggi. Pemerataan distribusi penduduk dan optimalisasi bonus demografi bisa
menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, perlu ada
upaya lebih dalam mengoptimalkan pajak daerah, meningkatkan efektivitas
transfer fiskal, dan memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas.
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Pemerataan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan kesehatan sangat
penting untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama
dalam meningkatkan taraf hidupnya.
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